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Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak
Bangun Kerjasama Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian
Keuangan, akan segera melakukan Nota Kesepahaman. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut
dari pertemuan antara Dewan Komisioner OJK dengan Direktur Jenderal Pajak beberapa waktu
yang lalu. Hari ini, Kamis, 7 Maret 2013, telah dilaksanakan pertemuan pertama dari para
pejabat OJK dan DJP dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang selanjutnya diwujudkan dalam
bentuk Nota Kesepahaman.

Adapun maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman tersebut adalah untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dan DJP dalam rangka: 1). Tersedianya data dan
informasi di sektor jasa keuangan yang lebih akurat, terpercaya, dan handal; 2) Terwujudnya
peraturan perpajakan dan peraturan sektor jasa keuangan yang lebih harmonis; 3) Tersedianya
tenaga PPNS yang mendukung pelaksanaan OJK; dan 4) Terwujudnya Sumber Daya Manusia
yang lebih berkualitas dan profesional.

Pelaksanaan kerjasama dimaksud selain dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas
serta wewenang OJK dan DJP, juga dimaksudkan untuk melanjutkan beberapa kebijakan
perpajakan pada industri sektor jasa keuangan khususnya Pasar Modal dan Industri Keuangan
Nonbank pada saat pengaturan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Bapepam-LK.

Beberapa kerangka Nota Kesepahaman yang akan merupakan cakupan dari kerjasama
pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dan DJP antara lain adalah pemanfaatan data dan
informasi baik yang dimiliki dan dikelola oleh kedua belah pihak, pelaksanaan harmonisasi
kebijakan sektor jasa keuangan dan perpajakan, penempatan pejabat PPNS DJP pada OJK dalam
rangka membantu proses penegakan hukum atas tindak pidana di sektor jasa keuangan serta
kerjasama dalam rangka membantu proses penegakan hukum atas tindak pidana di sektor jasa
keuangan serta kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber
daya manusia dari kedua belah pihak.
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